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PUTUSAN
Nomor 1751/Pdt.G/2023/PA.KIt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN
Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Gugat antara,;
PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di xxxxx xxxxxxx, Rt 002 Rw 004, xxxx
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXK, XXXXXXKKK XXKXXXX,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXX
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt 003 Rw 004, xxxx
XXXXXXXXX,  XXXXXKXXX  XXXKXX  XXXXXXX,  XXXXXXXXX
xXxxxxx (rumah Dinas Sosial TMP Ratna Bantala
Klaten), sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 14
Desember 2023 vyang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor
1751/Pdt.G/2023/PA KIt, tanggal 14 Desember 2023 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
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XXXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0107/014/V1/2020, tertanggal 11 Juni 2020. Pada saat menikah Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
berpindah-pindah selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan
Tergugat terkahir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di
Kelurahan Mojayan, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX sampai
bulan Februari 2023 dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Almahyra
Mecca Putri binti Nur Arfianto, perempuan, lahir di Klaten, 18-05-2023,
usia 6 bulan, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal menikah 2023 hubungan antara Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan oleh:
a. Tergugat jarang memberikan nafkah Ilahir/kebutuhan rumah
tangga kepada Penggugat;
b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), hal tersebut
Penggugat ketahui sendiri dan Tergugat mengakuinya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2023
Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan kembali ke rumah orang
tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut diatas. Sampai saat ini
sudah berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan sejak itu pula
Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibanya kepada Penggugat
selaku istrinya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;
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7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati
Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.

Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK
3310256111940002 tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten
Klaten, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli surat keterangan domisili Penggugat Nomor:
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045/982/X11/2023 yang dikeluarkan Kepala XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX  XXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXxXX, tanggal 13 Desember 2023,
bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/014/V1/2020, tertanggal
11 Juni 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai
dengan aslinya (Bukti P.3);
B. Saksi;
1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XxXxXxXx XXXXXX XXXXX,
bertempat tinggal di xxxxx XxxxxxxX, Rt 002 Rw 004, XXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXK XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXxX. Di depan persidangan saksi
tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
¢ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah
pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Mojayan dan sudah
dikaruniai seorang anak, diasuh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian menjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan penyanyi karena sama-
sama musisi, saksi pernah ikut menggerebek Tergugat bersama
selingkuhannya dan dilaporkan ke polres Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja di Dinsos sebagai honorer dan sebagai
Musisi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat
bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan

kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai saat ini sudah kurang
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lebih selama 10 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak
bercerai namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,
bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxX, Rt 002 Rw 004, XXXX XXXXXXX,
XXXXXKXXK XXXXKX XXXXKX, XXXXXXXXX XXXXXX. Di depan persidangan saksi
tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah
pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Mojayan dan sudah
dikaruniai seorang anak, diasuh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2023 sering terjadi peselisihan dan
pertengkaran yang di sebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah
kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain
(WIL), ketika di grebeg saksi disuruh datang jam 2 malam di
kontrakan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat
bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan
kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai saat ini sudah kurang
lebih selama 10 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak

bercerai namun tidak berhasil;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Klaten untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
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bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil

syar'i :
430 Y 30 ot o bl A6 0 S0 UL £ 0

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai mangkir/abai dan tidak ada hak baginya“
(Ahkamul Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam
namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua (2)
orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi akta
autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 164 H.I.R. juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;
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Menimbang, bahwa bukti surat P.3 setelah diperiksa dengan seksama
ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.3 tersebut telah terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih
terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Juni 2020
sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat
telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sabh;
Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta  yang
dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai
berikut;
1.Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah sejak tanggal 11 Juni 2020;

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
keharmonisan disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya WIL;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama
10 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi ketidakrukunan
yang sulit untuk didamaikan;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama
10 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun
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kembali;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

dne plana Y o) L 7yl 5l 0) ool 13) Sl 2l e s o e gl

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan
cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah
pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai
tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu
pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami
istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang
ditemukan dalam persidangan. Surat Edaran tersebut kemudian
disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun
2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar,
khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa
“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam
mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga
perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi
haram, berdampak Iluas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat
dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara
nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak
berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan
Tergugat selama 10 bulan lebih tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah

pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri,
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maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka
Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah
sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan
hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan belum
pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak yang
dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau
menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 149
huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak,
maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul.” Hal ini
bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

o3 Blxas 895 Sius Edosiad
Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah

mereka secara baik”;
dalam surat al-Bagarah 241 berikut:

oufall LIt @5 Log32a0l gl lallaslls

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya
mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.

Menimbang, bahwa mutah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan
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sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat
pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung
silaturahim di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat
dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga
pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahim setelah tidak terikat
perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para
suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya
harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak,
namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar
Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri
yang tidak nusyuz “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam
perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak
terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukii
nusyuz, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga mendasarkan
pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi
MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan
“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah,
akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah
tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan
isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut
dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak
kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No0.244), sehingga
kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang
kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban
tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak
majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan
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Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya hakim
sepakat jika mutah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya
adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada
yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan
tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka
Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat
putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi
(non executable). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah
‘Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari yang masyhur dengan
sebutan risalatul qadla’, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih
pendapat tersebut sebagai pendapat. Di dalam surat tersebut, Khalifah ‘Umar
bin al-Khattab menulis: R

aJ 3Lasy s AS aaLY &18

Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang

kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat

dijalankan).”
Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum

perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka
1 huruf b, meskipun terkait mutah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan
petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider
dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bono), maka dengan
memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral
menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim
menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebelum Tergugat mengambil
akta cerai di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar
kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara ex
officio perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk
menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-

kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat
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dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mutah kepada Penggugat berupa
uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan
sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil
Akta Cerai;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk
menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi
diktum angka 4 (empat);

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari
Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14
Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr.Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.I.
sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang
Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan mana pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa
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tersebut dengan dibantu oleh Restudiyani, S.H., M.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim
ttd
Dr.Muhammad Kastalani, S.H.l, M.H.l.
Panitera Pengganti,

ttd

Restudiyani, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp  75.000,00
3. Biaya panggilan . Rp 200.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai . Rp  10.000,00
6. PNBP : Rp__20.000,00
Jumlah : Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima
ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.
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